BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kampung;

1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

Camat adalah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.

Kampung adalah sebutan lain dari Desa di wilayah Kabupaten Kutai
Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kampung.

8. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggaraan
rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Kampung adalah Unsur staf yang membantu kepala
kampung dalam penyususnan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam sekretariat kampung, dan unsur pendukung tugas
kepala kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk pelaksana teknis.

11. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati
bersama BPK.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut
APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung adalah
satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi
serta hubungan kerja.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat
Kampung.

(2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretariat kampung; dan
b. Pelaksana teknis.

(3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.

Pasal 3

(1) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan dibantu oleh unsur
staf sekretariat.

(2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
3 (tiga) urusan yaitu:

a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Urusan Keuangan; dan

c. Urusan Perencanaan.
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(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
b merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana
tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3
(tiga) seksi yaitu:

a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Kesejahteraan; dan
c. Seksi Pelayanan.
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh Kepala Seksi

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kepala Kampung

Pasal 5

(1) Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kampung
yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

(2) Kepala Kampung bertugas:
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung;
b. Melaksanakan pembangunan;
c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
d. Pemberdayaan masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Kampung memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, meliputi:
1. Tata Praja Pemerintahan;

Penetapan Peraturan di Kampung;

Pembinaan masalah pertanahan;

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;

Melakukan upaya perlindungan masyarakat;

o gk Wb

Administrasi kependudukan; dan
7. Penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan, meliputi:
1. Pembangunan sarana prasarana perkampungan,;
2. Pembangunan bidang pendidikan; dan

3. Kesehatan.
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C.

Pembinaan kemasyarakatan, meliputi:
Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
Partisipasi masyarakat;

Sosial budaya masyarakat;

Keagamaan; dan

ok L=

Ketenagakerjaan.

Pemberdayaan masyarakat, meliputi:

tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang:
Budaya;

Ekonomi;

Politik;

Lingkungan hidup;

Pemberdayaan keluarga;

Pemuda;

Olahraga; dan

® N o gk b=

Karang taruna.

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Kampung mempunyai wewenang;:

a.

o

oo a0

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung;
Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
Menetapkan Peraturan Kampung;

Membina kehidupan masyarakat Kampung;

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung.

Membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Kampung;

Mengembangkan sumber pendapatan Kampung;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
Memanfaatkan teknologi tepat guna;
Mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;

Mewakili Kampung di dalam dan di luar Pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum wuntuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Kepala
Kampung dapat mendelegasikan kepada Perangkat Kampung.

Bagian Kedua
Sekretaris Kampung

Pasal 7

(1) Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai wunsur pimpinan
Sekretariat Kampung.

(2) Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam
bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi:

1.
2.
3.
4.

Tata naskah;

Administrasi surat menyurat;
Arsip; dan

Ekspedisi.

b. Melaksanakan urusan umum, meliputi:

o0 s b

Penataan administrasi perangkat Kampung;
Penyediaan prasarana perangkat Kampung dan kantor;
Penyiapan rapat;

Pengadministrasian aset;

Inventarisasi;

Perjalanan Dinas; dan

Pelayanan umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan, meliputi:

1.
2.
3.

Administrasi keuangan;
Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,;

Verifikasi administrasi keuangan; dan

d. Administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung
dan BPK melaksanakan urusan perencanaan, meliputi:

1.

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung;

Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan

Penyusunan laporan.
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Bagian Ketiga
Kepala Urusan

Pasal 8

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi, meliputi :

1.

® N o 0k Db

Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi :
a) Tata naskabh;

b) Administrasi surat menyurat;

c) Arsip; dan

d) Ekspedisi.

Penataan administrasi perangkat Kampung;
Penyediaan prasarana perangkat Kampung dan kantor;
Penyiapan rapat;

Pengadministrasian aset;

Inventarisasi;

Perjalanan dinas; dan

Pelayanan umum.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi, meliputi :

Melaksanakan urusan keuangan, meliputi :

N

3.
4.

Pengurusan administrasi keuangan,;
Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
Verifikasi administrasi keuangan; dan

Administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat
Kampung, lembaga pemerintahan kampung lainnya.

c. Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi, meliputi:

Mengkoordinasikan urusan perencanaan meliputi :

1.

2.
3.
4.

Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung;

Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
Pelakukan monitoring dan evaluasi program; dan

Penyusunan laporan.

(4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak

terdiri

atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan Tata Usaha dan Umum,

Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan Paling sedikit 2
(dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan urusan
Keuangan dan disesuaikan dengan jenis Kampung.
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Bagian Keempat
Kepala Seksi

Pasal 9

(1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana
tugas operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
1. Menyusun rancangan regulasi kampung;
2. Pembinaan masalah pertanahan;
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
5. Kependudukan;
6. Penataan dan pengelolaan wilayah; dan
Pendataan dan pengelolaan Profil Kampung.
b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perkampunganan;

2. Pembangunan bidang pendidikan;
3. Kesehatan;

4. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup; dan

5. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang
taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat;

Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;

Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;

nal R

Keagamaan; dan
5. Ketenagakerjaan.

(4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi pemerintahan, seksi
Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, Paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu
pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan dan
disesuaikan dengan jenis Kampung.
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang,
mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan BPK sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang,
menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam
lingkup Pemerintah Kampung, antar Pemerintah Kampung dan dengan
Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat kampung
setempat.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, Kepala Kampung
bertanggungjawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk
dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan
pelaksanaan tugas semua Perangkat Kampung.

(2) Untuk kelancaran tugas Kepala Kampung mengadakan rapat
koordinasi secara berkala.

(3) Setiap Perangkat Kampung wajib membuat dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas secara tepat waktu
kepada atasannya.

BAB V
JENIS KAMPUNG

Pasal 13

(1) Susunan organisasi Pemerintah Kampung disesuaikan dengan tingkat
perkembangan kampung yaitu Kampung Swasembada, Swakarya, dan
Swadaya.

(2) Kampung Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga)
seksi.

(3) Kampung Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(4) Kampung Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

(5) Klasifikasi jenis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Bagan Susunan organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(7) Bagan Susunan organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Kampung dengan
jumlah Perangkat Kampung yang telah ada dan belum sesuai dengan
yang diatur, Kepala Kampung melakukan restrukturisasi Perangkat
Kampung dan ketentuan Jenis Kampung dan penggolongan Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Keputusan
Bupati Kutai Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 25.
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH

KAMPUNG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG 3 (TIGA) URUSAN DAN
3 (TIGA) SEKSI

KEPALA KAMPUNG

SEKRETARIAT KAMPUNG

KASI

KASI

PEMERINTAHAN PELAYANAN

KASI
KESEJAHTERAAN
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KAUR
KEUANGAN

KAUR
PERENCANAAN

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

KAUR TATA
USAHA DAN
UMUM
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH

KAMPUNG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG 2 (DUA) URUSAN DAN
2 (DUA) SEKSI

KEPALA KAMPUNG

SEKRETARIAT KAMPUNG

KASI
KESEJAHTERAAN
DAN PELAYANAN

KASI
PEMERINTAHAN
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KAUR UMUM
DAN PERENCANAAN

KAUR
KEUANGAN

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN




